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PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR 7 TAHUN 2005 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS TENAGA KERJA . TRANSMIGRASI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

KABUPATEN BONE BOLANGO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

&. 

BUPATI BONE BOLANGO, 

bahwa untuk malaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Dasrah, maka susunan Organisasi perangkat daerah 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan 

faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan 

Pernerintah: 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, periu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bone 

Bolango : 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indenesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nom»: 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Inuvnesia Nomor 3890), 
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Undang: Undang Nomor 28 Tanun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yana Bersih dar Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5851): 

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2C00 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indoriesia Nomor 4060 ), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bon» Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi 

Goronta'o (Lembaran Neyara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 2€, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 42691: 

Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-ungangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2504 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389): 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Repuklik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sekagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20C5 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493): 

Undang-Undarig Nomor 33 Yahun 20654 tentarg Perimbengan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor 126. 

Tambahan 'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

' Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2000, tentang 

kewenangan Pemerintan dan Keweriangan Provinsi sebagai 

Daerah Otonom (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 45, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3952): 

Peraturan Pomerirtah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Organisasi ferangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 

Republik indonesia Nomor 4262):



 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

Menetapkan 

dan 

BUPATI BONE BOLANGG 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN 

KESEJAHTERAAN SOSIAL. KABUPATEN BONE BOLANGO 

BAB | 

KETENTUAN «IMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Bone Boiango. 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se:anjutnya disebut DPRD 

adalah Lembaga Peiwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone 

Bolango. 

4. Pemerintanan Dasrah adalar penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan oleh "emerintah Daerah dan DPRD menurut 

asas otononii dan tugas permkantuan dengan prinsip otonomi 

seruas-luasnya dalarn sistem dan pi'insip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- 

Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945. 

5. Kepala Daeran adalah Bupati Bons Rolango. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekrstaris Daerah Kabupaten Bone 

Bolango. 

7 Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah 

Inenurut peraturan perundang-undangan 
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Dinas adalah Dinas Tenaga Korja Transmigrasi dan 

Kesejaliteraan Sosial Kabupaten Bone Bolango. 

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, 

Transmigrasidan Keseiahteraan Sosial Kabugpaterr Bone 

Bolango. 

BAB II 

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal Z 

Dinas merupakan unsur pelaksana otoromi daerah yang dipimpin 

oleh seorang Kevala yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepuda Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 3 

Dinas mempunyai tugas melaksanakari kewerangan otonomi 

daerah dalam rarigka pelaksanaan tugas desentralisasi. 

Pasal 4 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 3 diaras Dinas rrempunyai fungsi : 

a. 

b. 

(1). 

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup kerjanya: 

Pember.an perizinan dan pelaksanaan pelayanan umumj, dan 

Pembinaan terhadap Unit Pelaksaria Teknis Dinas dalam 

lingkup kerjanya. 

BAB II! 

ORGANISASI 

Pasal 5 

Organisasi Dinas Tenaga Kerja ,Transmigrasi Kesejahteraan 

Sosial terdiri atas : 

a. Kepala Dinas, 

b. Bagian Tata Usaha. 

c. Bicang Tenaga Kerja. 

d. Bidang Kesejahteraan Sosial. 

e. Bicang Ketransmigrasian, 
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f. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan 

9g. Kelompok Jabatari Fungsicrial. 

(2).Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini . 

Pasal $ 

Bagian Tata Usaha terdiri atas : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: dan 

b. Sub Bagian Program dan Keuangan. 

Pasa! 7 

Bidang Tenaga Kerja. terdiri atas : 

a. Seksi Penempatan, Perluasan & Produktivitas Tenaga Kerja 

dan 

b. Seksi Hubungan Industrial, Syarat Kerja, dan Pengawasan 

Tenaga Keija. 

Pasal 8 

Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri atas : 

a. Seksi Bantuan Sosial dan 

b. Seksi Pelayanar Sosial.: 

Pasai 9 

Bidang Ketransmigrasian terdiri atas : 

a. Seksi Penyiapan Areal, Sarana dan Prasarana. dan 

b. Seksi Penempatan dan Perigembangan Ekonomi, Sosial 

Budaya. 

Pasal 10 

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Bagian Tata Usaha, Bidang - 

bidang, Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal 11 

(1). Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit 

Pelaksana Tsknis Dinas: 
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(3). 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana 

dimaksud vada ayat (1) berdasarkan kebi:tuhan Dinas dan 

memenul'' kriteria sena Peraturan perundang-'indangan yarig 

berlaku: 

Pemberitukari Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan 

tersendiri dengan Feraturan Daerah: 

Pasal 12 

(1). Pada organisasi Dinas davat ditempatkar, Pegawai Negeri Sipil 

dalam kelompor Jabatan Fungsional. 

(2). Kelompok. yabatan Fungsional mempunyai tugas 

(1). 

(2). 

(4) 

h 

1: 

melaksanakar. tugas-tugas sesua!: dengan keahlian dan 

kebutuhan. 

Pasal 15 

Kelompok Jabatan Fungsional aipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang berada di kawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas. 

Kelompok Jabatan fungsioral dapat dibagi atas kelompok dan 

sub-sub kelompok sesuai kebutuhan. 

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis 

dan beban kerja. 

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai 

dengan Peraturan perundang-undangan, yang berlaku. 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 14 

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis 

Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional wajib 

menyelenygarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik 

dalam lingkuncan masing-masing maupun antar satuan 

organisasi sesuai tugas masing-masing. 

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas 

bertanggung jawab kepada kepala Dinas secara berjenjang. 

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas 

berkewajiLan memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan 
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(4). 

(1). 

(2). 

(3). 

pererjazr. unsur -UnsSir pembantu pelaksana yang berada dalam 

lingkungan kerjanya. 

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan 

kocrdinasi secara fungsimnal dengani baik. 

Pasa' 15 

Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan 

kebijaksanaan yang ditetapkan olen Bupati. 

Kepala Dinas berkewajiban imemb-rikan petunjuk, membina dan 

membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur - unsur 

pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas. 

BAE V 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 16 

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah 

atas usul Sekretaris Daerah. 

Peiabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan 

diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. 

Jenjang jabatan dan kepangkeatan serta sistem kepegawaian 

diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Fasal 17 

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini 

dibebankan pada Anggaran Pendavatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bone Bolanyo berdasarkan Peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Fasa! 13 

Dengan berlakunya Peraturan Daeran ini, Keputusan Bupati Bone 

Bolango Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi 
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dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bcne Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 19 

Hal-hal yarg belum diatur dan atau belum cukup aiatur dalam 

Peraturan Daerah ini akan diatur denaan Peraturan dan / atau 

Keputusan kepala Daerah. 

Pasal 20 

Peraturan Daeram ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2005 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan mener:patkannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Bone Bolango 

Ditetapkan di Suwawa 

pada tanggal 18 Juli 2005 

“Rj.BUPATI BONE BOLANGO 

$ Ig YP Shane 

7 benda 
A3 

Kanja ” BONNY M.M OINTU 

Diundangkan Tg awa 

pada tanggal 18 Juli' Ta 

2 &g KRET Api s DAEPAN KABUPATEN 3ONE BOLANGO 
f Sg AN | ak 

Mag 8 IX Tj PISETDA Ia 

LEMBARAN DAERAH KABUPA TE Er KE BOLANSO TAHUN 2065 NOMOR " SERID 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO 

NOMOR 7 TAHUN 2095 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

KABUPATEN BONE BOLANGO 

|. UMUM 

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undarig-Undany Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk 

menyelenggarakan Otonomi Daerah yang labih ditekankan pada prinsip-prinsip 

Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan 

memperhatikan potensi dan keanekarayamar Daerah, sehingga dalam menghadapi 

perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam 

menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, 

nyata, dan bertanggung jawab secara profesivunal yang aiwujudkari dengan 

pengaturan dan pembagiar Sumber Daya dan Poterisi yang ada. 

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan 

lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas 

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial sebagai unsur pelaksana 

otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan 

tugas penyelenggaraan Pemerintahan,administrasi, organisasi dan tata laksana. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat 

daerah ditetapkan dalami Peraturan Daerah dergan memperhatikan faktor-faktor 

tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan 

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka 

Pemerintahan Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tsnaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan 

Sosial Kabupaten Bone Bolango. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

1 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

Cukup 

10 

Cukup 

"1 

Cukup 

12 

Cukup 

13 

Cukup 

14 

Cukup 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 

jelas. 
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Pasal 15 

Cukup» jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasa! 20 

Cukup jelas. 
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STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI UAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

KABUPATEN BONE BOLANGO 

| 

| 
KEPALA DINAS 

  

  
  

      
  

  

  

  

  

Kelompok Jabatan | | 
Fungsional | Bagian Tata Usaha 

AN ——— - Ll mma 

| —— 

| Sub Bagian Umum Sub Bagian Program 
| | dan Kepegawaian dan Keuangan | 

  

  |   
    

  

  

    
     

  

  

    

      
      

  

—— em 

Bidang Bidang | | Bidang | 
Tenaga Kerja. | Kesejahteraar. Sosial | | Ketransmigrasian | 

MIL. Ie an 
aan Mn 1 2 

Seksi Penempatan, | 1 | Seksi Fonyiapan | 
Perluasan & Produk | Seksi Bantuan Sosial -—: Areal, Sarana dan 
tivitas Tenaga Kerja | Tan | | Prasarana | 

Seksi hub. Industrial, Pe 1 Seksi Penempatan & | 
Syarat Kerja & Penga Bana Pa panah - Pengembangan Eko 

| wasan Tenaga Kerja L. | nomi, Sos Budaya | 

“ upPTb | 
o——— 

& 4 Pir BUPATI BONE BOLANGO 
3 P « 

& 5 Pe Hi / 

2 Tg : ANAAAN . 

An NSKAM 

&BONNY M.M OINTU 
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